Menimbang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1982
TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia bertitik tolak pada
falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesa untuk menjamin tetap
tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancadla dan
Undang-Undang Dasar 1945, karena ternyata seluruh rakyat Indonesiatelah
rela berjuang dengan penuh pengorbanan;

. bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesa merupakan upaya

untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan keamanan negara, dalam
rangka Wawasan Nusantara guna mencapai tujuan nasond, yaitu untuk
mdindungi segenap bangsa dan sduruh tumpah darah  Indonesia,
memagjukan kesgahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosdl;

. bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia merupakan bagian

tidak terpissh dari ketahanan nasona yang perlu ditingkatkan dengan
menghimpun dan mengerahkan kemampuan nasional, yang berintikan salah
satu modal dasar pembangunan nasond yang oleh negara, rakyat dan
bangsa Indonesig, ialah Angkatan Bersenjata Republik Indonesa;

. bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia yang mencakup

upaya dalam bidang pertahanan dan upaya dalam bidang keamanan adalah
sdlah satu fungs pemerintahan negara;

. bahwa dadam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara Republik

Indonesa setigp warga negara mempunya hak dan kewgjiban yang
ditetapkan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut serta
ddam upaya pembdaan negaa yang merupakan kehormatan dan
dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban
dalam pengabdian kepada bangsa dan negarg;
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Mengingat

Dengan mencabut

Menetapkan

. bahwa upaya pertahanan keamanan negara Republik Indonesia mencakup

pembentukan dan penggunaan sumber daya manuga, pengamanan serta
pendayagunaan sumber daya aam, sumber daya buatan dan segenap
prasarana fisk dan prasarana psikis bangsa dan negarg;

. bahwa Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 646) yang didasarkan pada Undang-Undang
Dasar Sementara Republik 1ndonesa Tahun 1950 tidek sesuai lagi dengan
perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia serta pertumbuhan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga undang-undang tersebut
perlu dicabut dan diganti;

. bahwa berdasarkan hal-hd tersebut di atas dan dalam rangka pembangunan

pertahanan keamanan negara Republik Indonesa sebagaimana dimaksud
daam Garis-garis Besar Haluan Negara perlu ditetgpkan Undang-undang
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara
Republik Indonesia;

. Pasd 5 ayat (1), Pasd 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1),

Pasd 30, Pasal 31, dan Pasd 33 Undang-Undang Dasar 1945;

. Ketetgpan Magdis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa Nomor

IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Huan Negara;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONES A

MEMUTUSKAN :

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik
Indonesa (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 646);

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pesdl |

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. Pertahanan Keamanan Negara ada pertahanan keamanan negara Republik Indonesia sebagal sdah
satu fungs pemerintahan negara, yang mencakup upaya daam bidang pertahanan yang ditujukan
terhadap segda ancaman dari luar negeri dan upaya dalam bidang keamanan yang ditujukan
terhadap ancaman dari dalam negeri;
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10.

11

13.
14.
15.
16.
17.

Bda negara adalah tekad, skap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeuruh, terpadu dan
berlanjut yang dilandas oleh kecintaan pada tanah ar, kesadaran berbangsa dan bernegara
Indonesia Serta keyakinan akan kesaktian Pancasla sebagal ideologi negara dan kerdlaan untuk
berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang
membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan
wilayah dan yurisdiks nasiond, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Upaya bela negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh setigp warga negara sebagai penunaian
hak dan kewajiban dalam rangka penyeenggaraan pertahanan keamanan negarg;

Perlavanan Rakyat Semedta adalah kesadaran, tekad Skap dan pandangan seluruh rakyat
Indonesia untuk menangka, mencegah, menggagalkan dan menumpas setigp ancaman yang
membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesa yang berdasr Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasona dan prasarana
nasiond;

Sigem Pertahanan Keamanan Rakyat Semedta addah tatanan segengp komponen kekuatan
pertahanan keamanan negara, yang terdiri atas komponen dasar Rakyat Terlatih, komponen utama
Angkatan Bersenjata Republik Indonesa beserta Cadangan Tentara Nasiond [ndonesa,
komponen khusus Perlindungan Masyarakat dan komponen pendukung sumber daya dam,
sumber daya buatan dan prasarana nasiona, secara menyeluruh, terpadu dan terarah;

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan
kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian
Pancasla sebagal ideologi negara, kerdlaan berkorban untuk negara, serta memberikan
kemampuan awd bela negara;

Rekyat Terlatih addah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara, yang mampu
melaksanakan fungs Ketertiban Umum, Perlindungan Rakyat, Keamanan Rakyat dan Perlawanan
Rekyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negarg;

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesa Sukarda addah warga negara yang
diikutsertakan secara sukarela ddam upaya bela negara melaui pengabdian ddam Angkatan
Bersenjata Republik Indonesig;

Anggota Angkatan Bersenjata Republik 1ndonesa Wgjib adalah warga negara yang diikutsertakan
secara wajib. dadam upaya bda negara meldui pengabdian dalam Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia sdama jangka waktu tertentu;

Anggota Cadangan Tentara Nasiona Indonesia adalah warga negara yang diikutsertakan secara
wgib atau secara sukardla dalam upaya bela negara melalui pengabdian dalam Cadangan Tentara
Nasiona Indonesig;

Perlindungan Masyaraka addah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara yang
mampu berfungs membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat
maapetaka;

Sumber daya nasond adalah sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
Ancaman adalah ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan;

Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia;

Angkatan Bersenjata adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan negarg;

Panglima Angkatan Bersenjata addah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Pasal 2
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Rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan bangsa yang menjadi kekuatan dasar upaya pertahanan
keamanan negara

Pasal 3

Pertahanan keamanan negara bertujuan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesa berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap segala ancaman baik dari luar
negeri maupun dari dalam negeri dan tercapainya tujuan nasiondl.

Pasal 4

(1) akikat pertahanan keamanan negara addah perlawanan rakyat semesta, yang penyeenggaraannya
didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara serta
berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan dan tidak mengend
menyerah, bak penyerahan diri maupun penyerahan wilayah.

(2) Penyelenggaraan perlawan rakyat semesta sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan
dengan Sstem pertahanan keamanan rakyat semesta.

Pasal 5

Pertahanan keamanan negara Republik Indonesia berfungs untuk

a memdihara dan meningkatkan ketahanan nasond dengan menanamkan serta memupuk kecintaan
pada tanah ar, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, menghayati dan mengamalkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memiliki skap menta yang meyakini hak dan
kewajiban serta tanggung jawab sebagal warga negara yang rela berkorban untuk membela bangsa
dan negara serta kepentingannya;

b. membangun, memdlihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen
kekuatan pertahanan keamanan negara, dengan memantgpkan kemanunggalan segengp komponen
kekuatan pertahanan keamanan negara dengan seluruh rakyat Indonesia;

¢. mewujudkan sduruh kepulauan Nusantara beserta yurisdiks nasonanya sebaga satu kesatuan
pertahanan keamanan negara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

BAB II
UPAYA PENYELENGGARAAN PERTAHANAN KEAMANAN
NEGARA

Pasal 6

Upaya pertahanan keamanan negara diselenggarakan melalui:

a upaya pertahanan dengan membangun serta membina daya dan kekuatan tangka negara dan bangsa
yang mampu meniadakan setigp ancaman dari luar negeri dalam bentuk dan wujud gpapun;

b. upaya keamanan dengan memperkuat daya dan kekuatan tangka negara dan bangsa yang mampu
meniadakan setigp ancaman dari dalam negeri dalam bentuk dan wujud apapun.

Pasal 7
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Upaya pertahanan maupun upaya keamanan diwujudkan dalam sstem pertahanan keamanan rakyat
semesta dengan mendayagunakan sumber daya nasond dan prasarana nasonal secara menyduruh,
terpadu dan terarah, adil dan merata serta disslenggarakan oleh Pemerintah dan dipersigpkan secara
dini.

Pasal 8

Perlawanan rakyat semesta memiliki Sifat-gfat

a Kerakyatan, yatu kekutsertaan seluruh rakyat warga negara sesua dengan kemampuan dan
keahlian dalam komponen kekuatan pertahanan keamanan negara;

b. Kesamestaan, yatu sduruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasskan diri guna
menanggulangi setigp bentuk ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri;

c. Kewilayahan, yaitu sduruh wilayah negara merupakan tumpuan perlavanan dan segenap
lingkungan didayagunakan untuk mendukung setigp bentuk perlawanan secara berlanjut.

Pasal 9

Perlawvanan rakyat semesta diwujudkan dengan

a mempersenjatal rakyat secara pskis dengan ideologi Pancasila dan secara fisk dengan keterampilan
bela negara yang disslenggarakan oleh Pemerintah;

b. mendayagunakan kemanunggalan Angkatan Bersenjata termasuk anggota Cadangan Tentara
Nasond Indonesia ddam dinas aktif sebagal kekuatan pertahanan keamanan negara dengan seluruh
rakyat |ndonesia sebagal sumber kekuatan.

Pasal 10

Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dibina untuk mewujudkan daya dan kekuatan tangka
dengan membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segengp komponen
kekuatan pertahanan keamanan negara, yang terdiri aas.

a Reakyat Terlatih sebagai komponen dasar;

b. Angkatan Bersenjata beserta Cadangan Tentara Nasona |ndonesia sebagai komponen utamg;

C. Perlindungan Masyarakat sebagai komponen khusus,

d. umber daya alam, sumber daya buatan dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung.

Pasal 11
Rakyat Terlatih merupakan komponen dasar bagi kesemestaan dan keserbagunaan penydenggaraan

pertahanan keamanan negara yang mampu meaksanakan fungs Ketertiban Umum, Perlindungan
Rakyat, Keamanan Rakyat dan Perlawanan Rakyat.
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